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ABSTRAK

Lilis Setiyawati. 2021Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun
2017-2019. Program Studi: Diploma Il Akuntansi. Politeknikakhpan Bersama.
Pembimbing I. Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si.,, CTPembimbing II:
Hikmatul Maulidah, S.Pd., M. Ak., CAAT.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakaratagsut transaksi
akuntansi yang sering digunakan oleh lembaga-lempamerintahan yang ada di
Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk méaigel kinerja keuangan
Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2017-2019. Tegailgumpulan data yang
digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi gastMetode analisis data
yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitagknik analisis data dengan
menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi FiskatjoR&fektivitas PAD, dan
Rasio Efisiensi Belanja. Hasil penelitian ini mejukkan selama tahun 2017
sampai dengan tahun 2019 analisis Derajat DessasaFiskal berada dibawah
50 persen yang menandakan cukup baik dengan tatarrenunjukkan angka
sebesar 28,45%. Efektivitas PAD memiliki rata-ratagka sebesar 99,02%
menunjukkan bahwa sudah cukup efektif. EfisiendaBa menunjukkan bahwa
sudah cukup efisien dengan rata-rata menunjukkgkaaB8,63%. Kesimpulan
bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal sodi&bp baik dengan hasil
yang menunjukkan tidak kurang atau lebih dari kiatpenilaian.

Kata Kunci : Laporan Keuangan Pemda, desentralisasi fiskalktiftes,
efisiensi



ABSTRACT

Setiyawati, Lilis. 2021 The Analysis of Financial Performance Tegal City
Government in 2017-2019. Sudy Program: Accounting Associate Degree.
Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng N., SPd., M.S., CTT;
Co-Advisor: Hikmatul Maulidah, SPd., M. Ak., CAAT.

Local government financial reports are recording accounting transactions
that are often used by government institutions in Indonesia. The purpose of this
research was to determine the financial performance of the Tegal City
Government in 2017-2019. The used data collections were documentation
technique and literature study. The method used in this research was quantitative
descriptive analysis with measuring the ratio of the degree of fiscal
decentralization analysis, analysis of the effectiveness of PAD revenue, and
analysis of spending efficiency. The results of this research showed that during
2017 to 2019 the analysis of the degree of fiscal decentralization is below 50
percent, which indicates sufficient with the average showing a figure of 28.45%.
Analysis of the effectiveness of PAD has an average number of 99.02% indicating
that it is quite effective. Expenditure efficiency analysis shows that it is quite
effective with an average of 88.63%. The conclusion is that the financial
performance of the Tegal City Government is quite good with results that show no
less or more than the assessment criteria.

Key Words : Local Government Financial Reports, fiscal decentralization,
effectiveness, efficiency
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

MewujudkanGood Governance merupakan tujuan utama yang ingin
diwujudkan bagi pemerintahan. Segala aktivitas yaligkukan untuk
mencapainya sebuah pemerintahan yang baik, hadukuiig oleh salah
satunya adalah kinerja keuangan yang baik. Seldwtuhkan untuk
mencapai Good Governance, kinerja keuangan juga dibutuhkan untuk
menjaga keseimbangan antara program-program pdaterindan
terealisasinya anggaran yang sudah disusun dala®DAPujuan yang lain
dari pemerintah yaitu untuk mencapai efisiensi déektivitas, yaitu dua
konsep utama untuk mengukur prestasi kinerja (petaé).

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengk&sesuaian
realisasi dengan tujuan ditetapkan. Suatu orgadnipasla umumnya
diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimd&i visi dan misi,
falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tyjs@saran, penyusunan
program dan anggaran serta penetapan tugas dasi hargs mengacu pada
perencanaan strategis yang sudah ditetapkan (Rhasaetal. 20143,

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datamy symlah
direncanakan untuk periode satu tahun mendatangaplgenyusunan
anggaran dalam pemerintahan merupakan tahap yaggtgzenting, karena

jika anggaran tidak efektif dan tidak berorientpada kinerja justru dapat



menggagalkan program-program pemerintah yang sudhisusun
sebelumnya. Anggaran organisasi sektor publik mencaencana-rencana
tentang berapa biaya atas rencana yang sudah didudterapa biaya yang
akan diperoleh untuk mendanai rencana tersebut.g&ag menjadi
masalah rutin disebabkan rendahnya daya serap ramg@&rapan anggaran
yang tidak optimal menunjukkan adanya permasalahdalam
pengelolaannya, antara lain lemahnya perencanamgrgon dan kegiatan.
Agar semua program tersebut dapat tercapai makeerpeah dituntut
untuk memiliki kemampuan untuk menganalisis dan getsia keuangan
secara baik, dengan menyusun laporan keuangan ipeathedtaerah.
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakantpenc&ansaksi
akuntansi yang sering digunakan oleh lembaga-lempagerintahan yang
ada di Indonesia. Baik kota maupun kabupaten sebagaud
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyaralapateyelolaan dana
publik baik penerimaan maupun realisasi belanjany&en laporan
keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintahshdipenuhi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakar dglak
menimbulkan kekeliruan saat menyajikan laporan ddijalankan
sebagaimana semestinya. Dalam penyajian laporaangan pemerintah
daerah harus memuat berbagai komponen-komponematagaeuangan
yang harus dipenuhi. Salah satu komponen lapoeararigannya adalah

laporan realisasi anggaran.



Laporan realisasi anggaran merupakan komponen ngentang
mengundang perhatian publik, karena masyarakat akertau atas
pemerintah, apakah sudah baik dalam pengelolaangasay dan
realisasinya. Jika sudah tau akan pengelolaan genatiaerah yang sudah
dilihat dari laporan realisasi anggaran, maka nrakgh tidak perlu
khawatir lagi bagaimana pemerintah dalam mengekdaangan dana
publik. Laporan realisasi anggaran menyediakanrimési secara lengkap
dan rinci kepada masyarakat yang telah dilaksanakaara efektif, efisien
dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkaai sengan peraturan
perundang-undangan. Dari hasil informasi terseleuisbtentang realisasi
dan anggaran entitas pelaporan, apakah realisdahsdigunakan sesuai
dengan anggaran atau belum.

Pemerintah Kota Tegal merupakan instansi pemeantajuga
menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaa@andau termasuk
didalamnya membahas tentang anggaran dan realisd3engelolaan
keuangan sangat penting bagi Pemerintah Kota Tagar anggaran
ditetapkan untuk membiayai program-program yan@giuditetapkan dapat
terealisasi dengan anggaran yang sudah ditetagamua program ini
membutuhkan biaya untuk menunjang berjalannya progersebut, untuk
itu dibutuhkan pengalokasian dana yang benar agaghasilkan anggaran
yang sesuai.

Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Tegahg belum

sepenuhnya terealisasi dilihat dari Pendapatan Bakrah (PAD) yang



mengalami fluktuasi atau naik turun. Berikut ganalpaPAD Kota Tegal
Tahun 2017-2019 :

Tabd 1. 1 Perkembangan PAD Kota Tegal Tahun 2017-2019

Tahun Target Penerimaan Realisasi
2017 281.841.490.000 306.830.656.135
2018 298.131.841.000 275.021.448.594
2019 297.677.322.000 285.575.788.984

Sumber: Portal Data APBD DJPK Kementerian KgaarR|?!

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah mapeladelolaan
dan pertanggungjawaban kinerja keuangannya. Peiaeridota Tegal
selaku yang bertanggungjawab perlu meningkatkarerj@n keuangan
dengan memperbaiki pengelolaan keuangannya. Sehintggpat terus
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dgpat mencapai
kinerja keuangan yang baik.

Salah satunya adalah realisasi PAD yang tidak sefsumgan target
penerimaan, hal ini bisa disebabkan oleh penuruatau kenaikan
penerimaan PAD vyaitu penerimaan pajak daerah, &arlsmahnya
perencanaan dan kurangnya tujuan serta sasaranefasngOleh karena itu
perlu dilakukan analisis laporan keuangan LRA umudgngetahui tingkat
kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneétiatik untuk
melakukan penelitian dengan judWNALISIS KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2017-2019.
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Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka mmusasalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja kgaanPemerintah Kota

Tegal Tahun 2017-2019?

Tujuan pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujualtitizamiai adalah
untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Ka&gall Tahun 2017-
2019.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai beriku
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkanaddg@rmanfaat yaitu:

a. Mampu menambah pengetahuan dibidang keuangan kiyasus
akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintaesaai dengan
standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

b. Sebagai pijakan referensi dan menambah pengetdiaginpara
pembaca atau bahan untuk penelitian-penelitiamseteya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaatgsagtzerikut :

a. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahadan

wawasan peneliti dari penelitian yang dilakukan gden cara



peneliti bisa mengaplikasikan teori-teori yang heldidapatkan
selama perkuliahan berlangsung.
b. Bagi Pemerintah Kota Tegal
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infoimgang
berguna sebagai bahan masukan dan gambaran kepaésirRah
Kota Tegal dalam menentukan arah dan strategi upéukaikan
dalam merealisasikan anggaran pada masa yang ateyd
c. Bagi Politeknik Harapan Bersama
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsiibu
penambahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasaemae
kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal, khususagadkuntansi
serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan dahrmdap#erikan
referensi bagi mahasiswa lain.
15 Batasan Masalah
Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunatitia@ ini yaitu :
1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalahotap Realisasi
Anggaran Pemerintah Kota Tegal Tahun 2017-2019.
2. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan @edisio keuangan
yang ditinjau dari aspek keuangan yang meliputlisisarasio derajat
desentralisasi fiskal, analisis rasio efektivitaangrimaan PAD, dan

analisis rasio efisiensi anggaran belanja.



1.6 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu rumusan untuk lmaeto dalam
pembuatan penulisan secara keseluruhan yang kmrtujutuk memperoleh
gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang diku Laporan
realisasi anggaran merupakan komponen penting yamegmgundang
perhatian publik, karena masyarakat berhak tau p¢mserintah, apakah
sudah baik dalam pengelolaan anggaran dan realsasiika sudah tau
akan pengelolaan keuangan daerah yang sudah dlhnialaporan realisasi
anggaran, maka masyarakat tidak perlu khawatirdagaimana pemerintah
dalam mengelola keuangan dana publik. Pemerintata Kiegal juga
menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaa@andau termasuk
didalamnya membahas tentang anggaran dan realasiun, dilihat dari
Laporan Realisasi Anggaran Kota Tegal yang belupersghnya terealisasi
dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang na¢ami fluktuasi atau

naik turun.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka ddjakukan

penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir panedebagai berikut:

Permasalahan: Strategi Pemecahan Rumusan Masalah

Realisasi PAD yang Masalah: Bagaimana Kinerja

tidak sesuai dengan |—»| Menganalisis kinerja Keuangan

target penerimaan, keuangan Pemerintah | Pemerintah Kota

hal ini bisa Kota Tegal tahun Tegal Tahun 2017-

7

disebabkan oleh 2017-20189. 20197.

penurunan atau

kenaikan penerimaa

PAD yaitu v

penerimaan pajak Analisis Data:

daerah, karena

perencanaan dan Kuantlt_atlf :

K i 1. Rasio Derajat
urangnya tujuan Desentralisasi

serta sasaran yang Fiskal

jelas 2.Rasio Efektivitas

Penerimaan PAD
3. Rasio Efisiensi

Umpan Balik Anggaran Belanja

A 4

Kesimpulan:

Kesimpulan bahwa
pengelolaan
keuangan
Pemerintah Kota
Tegal sudah cukup
baik dengan hasil
yang menunjukkan
tidak kurang atau
lebih dari kriteria
penilaian.

Gambar 1. 1 Kerangka ber pikir



1.7 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistemafiesmulisan agar
mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secatsn kepada
pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika paEmultugas akhir ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagian awal
Bagian awal berisi halaman judul, halaman persatyjthalaman
pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas @K)irhalaman
pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah unkepentingan
akademis, halaman persembahan, halaman motto, plesigantar,
intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftmmbar, dan lampiran.
Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudakapada
pembaca dalam mencari bagian-bagian penting seeped.
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, peramus
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,adzat
masalah, kerangka berpikir dan sistematika pemulisa
BAB Il  TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini memuat teori-teori tentang tinjauaas at
Pemerintah Daerah, tinjauan atas Keuangan Daerah,

tinjauan atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,
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tinjauan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daeihn, d
tinjauan atas Laporan Realisasi Anggaran.
BAB Il METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tetngan
alamat penelitian), waktu penelitian, metode pemguan
data, jenis dan sumber data penelitian, dan metodksis
data.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan gambaran umum Pemerintah Kotaalleg
laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil pianel
BABV KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan berisi tentang garis besar dari intiilhas
penelitian, serta saran dari peneliti yang dihaaap#éapat
berguna bagi instansi atau perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka berisi tentang daftar bukiterature yang berkaitan
dengan penelitan. Lampiran berisi data yang menuykpenelitian
tugas akhir secara lengkap.
Bagian Akhir
LAMPIRAN
Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukkelgngkapan
laporan, antara lain Buku Bimbingan Tugas Akhir gaendukung

pengolahan data.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Pemerintah Daerah
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintan DaeFihbahwa Pemerintah Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemedatxah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otodamitugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnkandsistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia gaerana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Daerah yang merupakan sub-sistem dari
penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kengan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sé€Reéstianda,
2018:331. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangga ini mengandung tiga hal utama didalamny&y ya
1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikaton su

kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah

Daerah;

11
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2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan
mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri caracar
penyelesaian tugas tersebut;

3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan gembil
keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat demdéra
langsung maupun DPRD.

Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah menurut Pasal 51 Wpadan

Undang No.23 Tahun 20%4adalah sebagai berikut:

a. Mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;

b. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;

c. Membentuk perangkat Daerah Persiapan;

d. Melaksanakan pengisisan jabatan aparatur sipil raegada
perangkat Daerah Persiapan;

e. Mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan

f. Menangani pengaduan masyarakat.

Disamping kewajiban tersebut di atas, daerah pligari
beberapa hak menurut Undang-Undang No.12 Tahuri®0@8tu:

a. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintafzgnn

b. Memilih pemimpin daerah;

c. Mengelola aparatur daerabh;

d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;



213

13

e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber ddgm
dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

f.  Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yanglaah;

g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang
undangan.

Fungs Pemerintah Daerah

Fungsi Pemerintah Daerah dapat diartikan sebaganglkat

daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakamnya

pemerintahan. Fungsi Pemerintah Daerah menurutigndadang

No.23 Tahun 201 adalah:

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendisiamru
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas peuargnt

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan denga
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gqreday
umum dan daya saing daerah; dan

c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusagah
pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut utielip
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatadnesum

daya alam, dan sumber daya lainnya.
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2.2 Tinjauan atas Keuangan Daerah

221

Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah berdasarkan Pasal 1 Poin 5 Peratura
Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaran{an
Daeraff!, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam aangk
penyelenggaraan peemerintah daerah yang dapaaiddghgan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekeyaang yan
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah térsebu

Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-talapgn
harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang mlienja
wewenang tanggung jawab Pemerintah Daerah agarelotsen
keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efgiedana
efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklus pktgan keuangan
daerah pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) tahaiu yaalam
Rahayu, 2016:66] :

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan atau implementasi
3. Tahap pelaporan dan evakuasi kinerja.

Menurut Mahmudi Pada setiap tahap di dalamnya dapat
diklasifikasikan lagi apa yang menjaitiput, proses, darmutput-
nya. Karena ketiga tahap tersebut membentuk suldtis,smaka
output yang dihasilkan dari tahap tertentu akan merijguiit bagi

tahap berikutnya (dalam Rahayu, 2016%60)
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2.2.2  Sistem dan Basis Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (dalam Dien dkk, 2015:586)Akuntansi
keuangan daerah adalah proses pengidentifikasiamguguran,
pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (kemqndari
entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atauingip yang
dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambikputusan
ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemahintiaerah
(kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Sistem pembukuan akuntansi yang telah digunakaamsel
ini, antara lain (dalam Rahayu, 2016160)

1. Sistem pembukuan tunggdsingle entry) yaitu pencatatan
transaksi hanya pada satu sisi peenrimaan atau gada
pengeluaran

2. Sistem pembukuan berpasangamouble entry) yaitu
pencatatan transaksi yang dilakukan secara bergasgrada
sisi debit dan pada sisi kredit.

Menurut Halim, pada dasarnya terdapat empat basis
pencatatan akuntansi yang biasa digunakan oleh riteafe
Daerah, antara lain (dalam Rahayu, 2016°60)

1. Akuntansi Basis KasJash Basis)

Akuntansi basis kas yaitu pengakuan atau pencati@asaksi

ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut

menimbulkan perubahan dalam kas.
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2. Akuntansi Basis AkrualAccrual Basis)

Akuntansi basis akrual yaitu dasar akuntansi yaeggakui
transaksi dan peristiwva lainnya pada saat transaksi
peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya padbkssaatau
setara kas diterima atau dibayar.

3. Akuntansi Basis Kas ModifikasiaiMpdified Cash Basis)
Akuntansi basis kas modifikasian yaitu basis yapat untuk
digunakan dalam mengakuntansikan transaksi keuaaolgdn
satuan pemegang kas saat ini baik pada satuanrkagaun
pada bagian keuangan atau Biro/Badan Pengelolaydaka
Daerah karena hampir tidak mungkin suatu PemeriDtsrah
mampu menerapkan basis akrual.

4. Akuntansi Basis Akrual Modifikasian Modified Accrual

Basis)
Akuntansi basis akrual modifikasian vyaitu pencatata
akuntansi dengan menggunakan basis kas untuk ksansa
transaksi tertentu dan menggunakan basis akrualikunt
sebagian besar transaksi.

Komponen Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 320 ayat (2) Undang-Undang No.23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Da€tataporan keuangan paling

sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
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2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahbjy S

3) Neraca;

4) Laporan Operasional (LO);

5) Laporan Arus Kas;

6) Laporan Perubahan Ekuitas;

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilardpmgan
ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

2.3 Tinjauan atas L aporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwadapauangan
keuangan merupakan laporan terstruktur mengengi x@siangan
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatitas pelaporan.
Entitas pelaporan dalam pemerintahan adalah umitepetahan
yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntam@sig menurut
ketentuan perundang-undangannya wajib menyampdd@oran
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapuian
pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu untukyayikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputudsm untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atasbsu daya

yang dipercayakan kepadanya (dalam Rahayu, 2016:61)
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Komponen L aporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang &tand
Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang apeitd
dalam suatu laporan keuangan pokok-pokok adalahorbap
Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keugmeyaerintah
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadapgNASFEBD.
(dalam Pangkey dkk, 2017:2856)

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang &tand
Akuntansi  Pemerintahan  (dalam  Hartiyani, 20171])
mengatakan laporan keuangan pokok pemerintah deeskybuti:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar semnb
alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan y&etpldi
oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dséim
periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo AnggarabihLe
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumny

3. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannyg yan
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dikelola oleh pemerintah pusta/daerah untuk kegiata
penyelenggaraan pemerintah dalam satu periodegratap
Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi ikana
atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandindgkagan
tahun sebelumnya.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas {aadgal
ternentu.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubaonga
dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan trdasitoris
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pemgelua
dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah setmmade
tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasaatin
atau rincian dari angka yang tertera dalam Lap&aalisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operdsiona
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Kass
Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup ingbrma

tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan eletitas
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pelaporan dan informasi lain yang diharuskan damjdrkan

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pertedran

serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk naeilghn

penyajian laporan keuangan secara wajar.
Peranan L aporan keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai pdssiangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Peméridaerah
selama satu periode tertentu. LKPD diutamakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanjadegggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, nilae
efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, danmbaatu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan peruwdaaggan.
(dalam Hartiyani, 2017:1B§1
Menurut PP Nomor 71 Tahun 20%Q Pemerintah Daerah

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaysy yalah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksarnagiatan
secara sistematis dan terstruktur pada suatu genmdaporan
untuk kepentingan :
a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya sert

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadarPéahe
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Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetagkaara
periodik.

Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Deatam
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi pemaan,
pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asetldatas
dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat
Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka danr juju
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secatauker dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daera
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakadkega

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Keseimbangan AntargenerdBitergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk radnge
apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada peripdeata
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran

tersebut.
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2.4 Tinjauan atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
24.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Mahmudi (dalam Pangkey dkk, 2017:284b)
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keldeasih/dari
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai setysm dengan
penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas darasyang
terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan anefisiensi
atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
24.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
1. Derajat Desentralisas Fiskal
Menurut Mahmudi (2010:14B8§ Derajat Desentralisasi
dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah &stdn
Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Rasio i
menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total
penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PADkana
semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan desentralisasi.
Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal pea

dikategorikan sebagai berikut :



23

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisas Fiskal

Persentase PAD Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00 Sangat Kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Cukup Baik
30,01-40,00 Sedang
40,01-50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri — Fisipol UGM, 1991lasha
(Bisma, 2010:78)

2. Efektivitas Penerimaan PAD

Pramono (2014:28f) menyatakan bahwa Rasio

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan
kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan as
daerah yang direncanakan dibandingkan dengan tseyeg
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorilsmibagai

berikut Mahmudi (dalam Ramadhan, 2018%D)

Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas Rasio Efektivitas
Sangat efektif >100%
Efektif 100%
Cukup efektif 90%-99%
Kurang efektif 75%-89%
Tidak efektif <75%

Sumber : Mahmudi, 2016 (dalam Ramadhan, dkk, 2048:9

3. Efisens Belanja Daerah
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandinganranta
realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rastiigumnakan

untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang
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dilakukan pemerintah (Mahmudi 2010:168)
Secara umum Kkriteria penilaian rasio efisiensi fjalaadalah
sebagai berikut :

Tabel 2. 3Kriteria Penilaian Rasio Efisens Belanja

Persentase Kriteria
Lebih dari 100% Tidak Efisien
90% - 100% Kurang Efisien
80% - 90% Cukup Efisien
60% - 80% Efisien
Kurang dari 60% Sangat Efisien

Sumber : Dien dkk, 201%

24.3  Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Mardismo (dalam Pangkey, dkk, 2017:2880)
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerahudiigak untuk
memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu:
1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan
keputusan.
3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaik
komunikasi kelembagaan.
24.4 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menuru
Mahsun (dalam Pangkey dkk, 2017:285D)adalah sebagai
berikut:

1) Indikator Masukan (Inputs)



2)

3)

4)

5)

6)
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Indikator masukan adalah segala sesuatu yang thikariuagar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk mengaasil
keluaran.

Indikator ProsesRrocess)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegidtark
dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat aakur
pelaksanaan kegiatan tersebut.

Indikator Keluaran@utput)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharap&agsling
dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat bdisigaatau
nonfisik.

Indikator Hasil Qutcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang menckami
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah
Indikator Manfaat Benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dernggan
akhir dari pelaksaan kegiatan.

Indikator DampakIfnpact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkaik b

positif maupun negatif.



26

2.5 Tinjauan atas L aporan Realisasi Anggaran

251

252

Pengertian Laporan Realisas Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yangsiberi
tentang informasi mengenai realisasi pendapatafgnjae dan
pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkagateanggaran
ketiga pos tersebut. Mahsun (dalam Ramadhan, 2J)*F8:5

Melalui Laporan Realisasi Anggaran menyajikan szai
dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekolyamg akan
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat daerah
serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekbriersebut
(dalam Rahayu, 2016:61)
Pos-pos L aporan Realisasi Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nb. 7
Tahun 20188 Laporan Realisasi anggaran sekurang-kurangnya
mencakup pos-pos sebagai berikut :
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto; dan

8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SIKPA)
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Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran
Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah menabperik
informasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbgadirantara
anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat d¢apeian
target-target yang telah disepakati antara legfistan eksekutif
sesuai sengan peraturan perundang-undangan. (P®AforN)2
tentang Laporan Realisasi Anggaran BerbasisKhs)
Manfaat Informasi Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi
mengenai  realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfe
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatutastpelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan angggann
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna dapaialam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberesunidya
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas petapderhadap
anggaran dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;
b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaesara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi Kkinerja
pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengan

anggaran.
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Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan irgsirm

kepada para pengguna laporan tentang indikasi giexol dan

penggunaan sumber daya ekonomi:

1.

2.

Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dangtem

Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya
(APBN/APBD); dan

Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pergndan

undangan.

(dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Aragg

Berbasis Kas)'l.

Elemen yang Terdapat dalam L aporan Realisasi Anggaran

Elemen-elemen yang terdapat dalam Laporan Realisasi

Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rahayu,:80)1%:

1)

2)

Pendapatan (basis kas) yaitu semua penerimaannkas u
negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana talaar
periode tahun anggaran bersangkutan yang mnejadi ha
pemerintah, dan tidak perlu dibayar lagi oleh pémbain
(basis kas). Sedangkan pendapatan (basis akruti) hak
pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai lkekay
bersih.

Belanja (basis kas) yaitu semua pengeluaran kasmumu
negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana laratamd

periode tahun anggaran berangkutan yang tidak akan
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diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Sgaan

belanja (basis akrual) yaitu kewajiban pemerintamngy

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3) Transfer dalah penerimaan/pengeluaran uang daru sua
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporantimasuk
dana perimbangan.

4) Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibay
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimab&ém
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-
anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

25.6 Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Pendapatan menurut Mursyidi (dalam Ramadhan, 2§%8:5
adalah semua permintaan kas umum daerah yang mahamb
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaramg ya
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan pdék dibayar
kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 1 Poin 18 ngnda
Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keunafgiara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dafahdalah pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkatysan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Menurut Pasal 1 poin 18 Undang-Undang No. 33 Ta2ned'®
PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yapgnglt
berdasarkan Peraturan perundang-undangan). PAID e :
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
Belanja
Belanja menurut Mursyidi (dalam Ramadhan, 2018!6)
adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang raeggu
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaresargkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembalih ole
pemerintah.
Belanja dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a) Belanja Langsung
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 26®6belanja
langsung adalah belanja yang dianggarkan terkaitrae
langsung dengan pelaksanaan program-program memipak
penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yamigib
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sudayar
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terulesua

dengan misi SKPD.
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Menurut Perrmendagri Nomor 13 Tahun 288@elanja tidak

langsung merupakan belanja yang dianggarkan tideait

secara langsung dengan pelaksaan program dan degiat

Belanja tidak langsung dibagi beberapa jenis, yagianja

pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosiagnigelbagi

hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2.6 Penditian Terdahulu

Berikut ini adalah rincian dari beberapa penelitiardahulu yang

penulis dapatkan

Tabd 2. 4 Pendlitian Terdahulu

Khaldurf (2020)
“Analisis Kinerja
Keuangan,
Desentralisasi Fiskal,
Efektivitas dan
Efisiensi Keuangan
Daerah Pemerintah
Kabupaten Majene
Tahun 2013-2018".

NO NAMA PENELITI METODE HASIL PENELITIAN
(TAHUN) PENELITIAN
“JUDUL PENELITIAN
1 | Taufik Hidayat B Metode Hasil penelitian ini
Tahawad, Nurhidayaf, | Deskriptif menunjukkan selama tahur
Erwin®, Riady Ibnu Kuantitatif 2013 sampai dengan tahun

2018 analisis varian

pendapatan sebagian besar

telah

memenuhi kriteria dimana
reliasi pendapatan lebih
besar dari yang di
anggarkan, analisis derajat
desentralisasi

fiskal berada di bawah 10
persen yang menandakan
masih sangat kurang,
analisis tingkat kemandiriar
daerah

pula masih sangat rendah
dengan persentase di bawa
kriteria 25 persen, analisis
varian belanja sebagian

N

ah

besar
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telah memenuhi kriteria

dimana reliasi belanaja lebih

besar dari yang di
anggarkan, analisis
efektifitas

pendapatan asli daerah

masih menunjukan 2 priode

hasil yang kurang efektif,
namun,efektifitas
penerimaan

pada Kabupaten Majene
sudah cukup efektif dan
analisis efisiensi keuangan
daerah mayoritas priode
masih

dibawah kriteria efisien

dengan persentasi masih
melebihi 90 persen.

Anim Rahmayanti
(2016) “Analisis
Kinerja Keuangan

Metode analisis
deskriptif
kuantitatif

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kinerj
keuangan Pemerintah

}S %

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo masih
Kabupaten Sukoharjo belum optimal. Walaupun
Tahun Anggaran 2011+ dalam pengelolaan PAD
2013". sudah efektif dan efisien,
tetapi tingkat kemandirian
daerah masih sangat rendah.
Paramitha Sandy Deskriptif Hasil penelitian
Mokodompit, Sifrid S. | Kuantitatif, menunjukkan rasio derajat
Pangemanandan menggunakan | desentralisasi kinerja
Inggriani Elin? (2014) | metode Rasio | keuangannya masih kurang,
“Analisis Kinerja Keuangan. rasio ketergantungan daerah
keuangan pemerintah terhadap pemerintah pusat
Daerah Kota dan provinsi masih sangat
Kotamobagu”. tinggi, begitu juga dengan
rasio kemandiriannya masih
sangat rendah.
Wahyuddirt, Nora Metode Hasil penelitian
Sugianal (2017) Kuantitatif menunjukkan rasio

“Analisis Kinerja

desentralisasi dapat
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keuangan Pemerintah
Kota Lhokseumawe”

dikategorikaan sangat
kurang, rasio kemandirian
daerah masih tergolong
sangat rendah dan pola
hubungannya termasuk
dalam pola hubungan
instruktif, rasio efektivitas
PAD tidak efektif, rasio
efisiensi daerah kurang
efisien, dan rasio
keserasioan belum stabil
dari tahun ketahun.

5 | Fikry Nugraha
Ramadhan (2018)
“Analisis Kemandirian,
Efektivitas, dan
Pertumbuhan Kinerja
Keuangan Pemerintah
Daerah Di Provinsi
Sulawesi Barat”.

Metode
Kuantitatif

Hasil penelitian menunjuka
bahwa, kinerja keuangan
pemerintah daerah Provins
Sulawesi Barat dari segi
Kemandirian masih rendah
sekali dengan pola
hubungan Instruktif karena
memiliki tingkat rasio rata-
rata 19,65%, sedangkan da
segi Efektivitas dinilai
sudah cukup efektif karena
memiliki tingkat rasio rata-
rata sebesar 96,84%, dan
dari segi Pertumbuhan juga
sudah positif karena
memiliki tingkat rasio rata-

Ari

rata sebesar 13,87%.

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2021
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3.2

3.3

BAB 111

METODE PENELITIAN

Lokas Pendlitian
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Tegalg beralamat
di JI. Ki Gede Sebayu No. 12 Kota Tegal.
Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhituag thnggal 10
Februari sampai dengan 30 Juni 2021.
JenisData
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adeladigsi berikut :
1. Data Kualitatif
Data Kualitatif menurut Sulistyo (201¥ yaitu data yang tidak
dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dinyatal@am bentuk
data, kalimat, gambar atau bagan. Data kualitatifrd penelitian ini
berupa informasi tertulis terkait Pemerintah Dad€ata Tegal.
2. Data Kuantitatif
Data Kuantitatif menurut Sulistyo (204 yaitu data yang dinyatakan
dalam bentuk angka sesuai dengan bentuknya, datatitatif dapat
dianalisis menggunakan teknik perhitungan materaadtiau statistika.
Data Kuantitatif dalam penelitian ini berupa datapbran Realisasi
Anggaran dan data APBD Pemerintah Kota Tegal tahomggaran

2017-2019.
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Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurugiyno
(2015:308Y°! Data Sekunder adalah data yang diperoleh seddalt t
langsung yang memberikan data kepada pengumpul mhégalnya orang
lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakaandadenelitian ini
seperti data yang telah ada di pemerintahan d&iander yang penulis
kumpulkan dari pihak internal Pemerintah Kota Teagalalui website resmi
Kota Tegal dan data yang dipublikasikan DJPK Kemgant Keuangan
Republik Indonesia. Laporan keuangan pemerintahupaer Laporan
Realisasi anggaran dan Belanja Daerah dan Portal ARBD.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data atau keterangan ygegukan dalam
penelitian ini, maka metode penelitian yang digamagenulis ialah sebagai
berikut :
1. Teknik Dokumentasi
Teknik Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:8%b)adalah suatu
cara yang digunakan untuk memperoleh data danniafsir dalam
bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan garnérupa laporan
serta keterangan yang dapat mendukung penelitisokuBentasi
digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelBakumentasi
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Lapor&ealisasi
Anggaran dan Profil Pemerintah Kota Tegal.

2. Studi Pustaka
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Studi Pustaka menurut Sugiyono (2015:14b)merupakan studi
kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teorérs referensi lain
yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma pankembang pada
situasi sosial yang diteliti, hal ini dikarenakaanpglitian tidak akan
lepas dari literatur-literatur ilmiah. Studi pustallalam penelitian ini
yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca litdgratur yang
berkaitan dengan penelitian terdahulu yang dapguindikan sebagai
landasan dalam melakukan analisis.
3.6 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitinadalah
analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskripkiuantitatif yang digunakan
yaitu dengan menghitung rasio keuangan berdasdrkporan Realisasi
Anggaran Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 sebagai
berikut :
1. RasioDerajat Desentralisasi Fiskal
Menurut Mahmudi (2010:148§1 Derajat Desentralisasi dihitung
berdasarkan perbandingan antar jumlah PendapataDaesah dengan
Total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan jatekantribusi
PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakinitkaggribusi PAD
maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerahamdal
menyelenggarakan desentralisasi. Rasio derajatnuleksasi dapat

dihitung dengan rumus berikut :
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Pendapatan Asli Daerah

X 100%

Derajat Desentralisasi
Total Pendapatan Dasrah

Sumber: Mahmudi, 2010 (dalam Paramitha dkk 26/14)

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal pda dikategorikan
sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00 Sangat Kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Cukup Baik
30,01-40,00 Sedang
40,01-50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri — Fisipol UGM, 1991latha (Bisma,
2010:78§-!

Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

Pramono (2014:28f1 menyatakan bahwa Rasio Efektivitas
Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuaahdaetam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang dirakaardibandingkan
dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensiaerah. Rasio

efektivitas PAD dapat dihitung dengan rumus berikut

Rasio Efektivitas Z.Qea!:'sas:' Penerimaan PAD X 100%

Target Penerimaarn PAD

Sumber: Mahmudi, 2016 (dalam Ramadhan dkk, 2718)
Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorilsabagai berikut

Mahmudi (dalam Ramadhan, 2018119)
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Tabel 3. 2 Kriteria Efektivitas Penerimaan PAD

Kriteria Efektivitas Rasio Efektivitas
Sangat efektif >100%
Efektif 100%
Cukup efektif 90%-99%
Kurang efektif 75%-89%
Tidak efektif <75%

Sumber : Mahmudi, 2016 (dalam Ramadhan dkk, 2018:9)
Rasio Efisens Belanja
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingarraméalisasi
belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digumakéuk mengukur
tingkat penghematan anggaran yang dilakukan petabrifMahmudi

2010:166)2. Rasio efisiensi belanja dapat dihitung denganusim

berikut :

. .. . . Realisasi Belanja
Rasio Efisiensi Belanja = 4
Anggaran Belanja

X 100%

Sumber: Mahsun, 2013 (dalam Dien dkk, 2615)
Secara umum kriteria penilaian rasio efisiensi fyjalaadalah sebagai
berikut :

Tabel 3. 3Kriteria Penilaian Rasio Efisens Belanja

Persentase Kriteria
Lebih dari 100% Tidak Efisien
90% - 100% Kurang Efisien
80% - 90% Cukup Efisien
60% - 80% Efisien
Kurang dari 60% Sangat Efisien

Sumber : Dien dkk, 201%



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Tegal

Kota Tegal adalah sebuah Kota di Provinsi Jawa dleni§ota Tegal
berada di Wilayah pantai utara, dari peta orienasivinsi Jawa Tengah
berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauta lim Selatan 6,7 Km
dan Barat ke Timur 9,7 Km. Dilihat dari Letak Geaifig, Posisi Kota
Tegal sangat strategis sebagai Penghubung jalekg@esmian lintas
nasional dan regional di wilayah Pantai Utara JaWRantura ) yaitu dari
barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabay&jatewilayah tengah
dan selatan Pulau jawa (Jakarta-Tegal-Purwokergyakarta-Surabaya)

dan sebaliknya.

Luas Wilayah Kota Tegal, relatif kecil yaitu han§d.1 % dari luas
Provinsi Jawa Tengah. Secara Administrasi WilayattaKTegal terbagi
dalam 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan. Dengan batamistratif sebelah
utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timuselatan berbatasan
dengan Kabupaten Tegal dan sebelah Barat berbalasgan Kabupaten

Brebes.

39
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4.2 Hasll Analisis Data
4.2.1 AnalissRasio Derajat Desentralisas Fiskal

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan peibgad
antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Totakriteaan
Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusiDP#&rhadap
total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontride8D maka
semakin  tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan desentralisasi.

Hasil perhitungan dari analisis rasio derajat dieabsasi
fiskal untuk tahun 2017-2019 dapat lihat tabelalvhh ini :

Tabd 4. 1 AnalisisRasio Derajat Desentralisas Fiskal

Tahun o Total Pendapatan Persentase
Realisasi PAD
Anggaran Daerah (%)
2017 306.830.656.135 1.024.765.938.277 29,94
2018 275.021.448.594  987.244.236.619 27,86

2019 285.575.788.984 1.036.963.763.529 27,54
Sumber : Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio jdera
desentralisasi fiskal pada tahun 2017 mengalamaikan sebesar
29,94%; tetapi pada tahun 2018 mengalami penursedoesar
27,86% dan tahun 2019 mengalami penurunan lagi saebe

27,54%.
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4.2.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggakabar
kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapdiataasah
yang direncanakan dibandingkan dengan target yétegapkan
berdasarkan potensi riil daerah.

Hasil perhitungan analisis efektivitas penerimaafDP
untuk tahun 2017-2019 dapat lihat tabel di bawah in

Tabd 4. 2 Analisis Rasio Efektifitas Penerimaan PAD

Tahun Realisasi Target Persentase
Anggaran Penerimaan PAD Penerimaan PAD (%)

2017 306.830.656.135 281.841.490.000 108,87

2018 275.021.448.594  298.131.841.000 92,25

2019 285.575.788.984 297.677.322.000 95,93

Sumber : Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio tefiéks
penerimaan PAD pada tahun 2017 sebesar 108,87%i fmida
tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 92,25%atkntahun

2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 3,69% yaatoesar

95,93%.

4.2.3 AnalissRasio Efisens Belanja
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandinganraanta
realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasidiganakan

untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yalagutian

pemerintah.
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Hasil perhitungan analisis rasio efisiensi belanjuk
tahun 2017-2019 dapat lihat tabel di bawah ini :

Tabel 4. 3 Analiss Rasio Efisiensi Belanja

Tahun o _ ~ Persentase
Realisasi Belanja Anggaran Belanja
Anggaran (%)
2017 1.017.223.991.908  1.150.919.453.000 88,38
2018 916.730.788.800 1.089.919.641.000 84,11
2019 1.046.575.212.898  1.120.465.803.000 93,41

Sumber : Data Diolah (2021)
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasioiesfs
belanja mengalami penurunan dari 88,38% di tahurY 28enjadi
84,11% di tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 mangal

peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 93,41%.
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4.3 Pembahasan
4.3.1 AnalissRasioDerajat Desentralisas Fiskal
Berdasarkan hasil analisis rasio derajat desesaslifiskal
maka dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintata Kiegal

sebagai berikut :

Tabd 4. 4 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisas Fiskal

Tahun Anggaran Persentase (%) Kriteria
2017 29,94 Cukup Baik
2018 27,86 Cukup Baik
2019 27,54 Cukup Baik

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio deraja
desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa laporalisegsa anggaran
Pemerintah Kota Tegal secara umum sudah Cukup Kailena
rata-rata dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sel2&45%
dimana dalam kriteria penilaian rasio derajat deadsasi fiskal
termasuk dalam rasio antara 20,01% - 30,00% yangatda
dikatakan Cukup. Dilihat dari tahun 2017 persentasé derajat
desentralisasi fiskal mengalami kenaikan sebesa®42® yang
dapat dikatakan Cukup baik; tetapi pada tahun 20&8galami
penurunan sebesar 27,86% dikatakan Cukup baikatamt2019

mengalami penurunan lagi sebesar 27,54% dikataklanpdaik.
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Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 daphatdili
bahwa pertumbuhan total pendapatan daerah secamam um
mengalami penurunan, dengan rata-rata persentas&l ha
perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskafgyemrasih dibawah
50%, yang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini didddan dari
besaran proporsi transfer pemerintah pusat selam it juga
disebabkan kemampuan dalam memperoleh penerimaabesu
sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan $eiakgga
kewenangan serta tanggung jawab yang diberikanp®eaterintah
pusat kepada pemerintah daerah Kota Tegal dalangeiwa
sumber daya yang dimiliki masih kurang dan cukupgkat
kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan ddsasita
karena ditunjukan dengan kontribusi PAD dalam mangp

pembangunannya sendiri sudah cukup baik.

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas PAkandapat

diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tedadgai berikut:

Tabdl 4. 5Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Tahun Anggaran Persentase (%) Kriteria
2017 108,87 Sangat Efektif
2018 92,25 Cukup Efektif
2019 95,93 Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah (2021)



45

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efigksi PAD
menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran PetalerKota
Tegal secara umum sudah Cukup Efektif. Rata-ratenpeaan
Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai de2@49
sebesar 99,02% dimana dalam rasio antara 90% -y8@% dapat
dikatakan Cukup Efektif. Dilihat dari tahun 2017rgentase rasio
efektivitas PAD sebesar 108,87% yang dapat dikatas@ngat
efektif; pada tahun 2018 mengalami penurunan mergad®5%
dikatakan cukup efektif dan pada tahun 2019 mengdtanaikan

lagi sebesar 3,69% yaitu sebesar 95,93% dikatallaumpcefektif.

Pada tahun 2017 penerimaan Pendapatan Asli Daangfats
besar dengan rasio efektivitas sebesar 108,87%alltka sangat
efektif. Hal tersebut terjadi karena peningkatangpgnaan pajak
daerah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 ipe@er
Pendapatan Asli Daerah turun menjadi 92,25% dilkatasukup
efektif. Hal tersebut terjadi karena penurunan perean dari
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daeyahg
dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pada taR049
penerimaan Pendapatan Asli Daerah naik kembaliade8p,93%
dikatakan cukup efektif. Hal tersebut terjadi kargpeningkatan

penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwaitpedan

Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Tegal menkikgun
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persentase yang belum stabil karena data yang adanjukkan
masih mengalami naik turun atau berfluktuasi. Hatsdbut
disebabkan oleh faktor realisasi disetiap elememdaeatan asli
daerah yang beragam disetiap tahunnya. Secaraukgs®h dapat
disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas PAD Kota Tegdun 2017
sudah menunjukkan kriteria Sangat Efektif, sedangkhun 2018
dan 2019 menunjukkan kriteria Cukup Efektif dengemsentase
kurang dari 100%. Maka dapat disimpulkan secaraluashan
efektivitas penerimaan PAD Kota Tegal sudah efedtdih sudah
mampu dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuaiatepgng

ditargetkan dalam satu tahun anggaran.

AnalisisRasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja makpad

diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tedadgai berikut:

Tabel 4. 6 Kriteria Penilaian Efisiens Belanja

Tahun Anggaran Persentase (%) Kriteria
2017 88,38 Cukup Efisien
2018 84,11 Cukup Efisien
2019 93,41 Kurang Efisien

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efssibelanja
menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran PetalerKota

Tegal secara umum sudah cukup efisien. Rata-ratggp@aan
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anggaran belanja dari tahun 2017 sampai dengan 26h&sar
88,63% dimana dalam kriteria penilaian rasio efisiebelanja
termasuk dalam rasio antara 80% - 90% yang dapattatian
Cukup Efisien. Dari tahun 2017 persentase efisibakinja sebesar
mengalami penurunan dari 88,38% di tahun 2017 rdeB11%
di tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 mengalamnglkatan dari

tahun sebelumnya menjadi 93,41%.

Pada tahun 2017 penggunaan anggaran belanja mangala
penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar ®3ddi&atakan
cukup efisien. Hal tersebut terjadi karena penumup@enggunaan
anggaran belanja bantuan sosial dan belanja maaal tahun
sebelumnya. Pada tahun 2018 penggunaan anggagarabtlrun
menjadi 84,11% dikatakan cukup efisien. Hal tersetasjadi
karena penurunan penggunaan anggaran belanja baw@uangan
kepada Prop/Kab/Kota dan Pemdes, belanja langsbelignja
barang dan jasa serta belanja modal. Pada tahh@iiggunaan
anggaran belanja naik dan cukup besar dengan HEs®nsi
sebesar 93,41% dikatakan kurang efisien. Hal tatsédrjadi
karena peningkatan penggunaan anggaran belanjalédgsung,
belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belaméuba keuangan
kpd Prop/Kab/Kota dan pemdes, belanja langsungnjzelbarang

dan jasa serta belanja modal dari tahun sebelumnya.
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Berdasarkan uraian di atas Pemerintah Kota Tegphtda
dinilai sudah cukup berhemat dalam membelanjakas-pps
belanja yang dibutuhkan. Hal tersebut digambarkatalon rata-
rata penggunaan anggaran belanja dari tahun 20d@asalengan
2019 tidak mencapai persentase 90% yang dikategordukup

efisien.
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesmpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai &kirdajam

Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah KotalTegla tahun 2017-

2019, maka pada bab terakhir ini diambil kesimpusiamagai berikut :

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah &la&iota Tegal dapat
dikatakan cukup baik karena dari tahun 2017-2018 natanya sebesar
28,45%. Sehingga kewenangan serta tanggung jawadp gidverikan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kegal dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki masih kurang dakup tingkat
kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan ddsasica

2. Efektivitas PAD Pemerintah Kota Tegal juga dikatakakup efektif
karena dari tahun 2017-2019 rata-rata efektivitassgbesar 99,02%.
Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan efeksivigenerimaan
PAD Kota Tegal sudah efektif dan sudah mampu datemobilisasi
penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan daktm tahun
anggaran.

3. Untuk rasio efisiensi belanja jika dilihat dari aatata bisa dikatakan
cukup efektif. Dikarenakan penggunaan anggarannjzelgang tidak
terlalu tinggi. Rata-rata penggunaan anggaran zekamun anggaran

2017 sampai 2019 sebesar 88,63%.

49
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5.2 Saran
Berdasarkan pemabahasan dari bab-bab sebelumnyaulisPe
memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untukatdapemberikan
manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adsgran-saran yang
dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal diharapkan temasingkatkan
kinerja dengan cara mengoptimalkan penyerapan ganamtuk
memperbaiki penargetan anggaran agar lebih ditthgka dalam
penyelenggaraan desentralisasi.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal diharapkan temasingkatkan
kinerja dengan cara mengoptimalkan penyerapan ganamtuk
memperbaiki penargetan anggaran agar lebih dittkgka
efektivitasnya dalam memobilisasi penerimaan PABuake dengan
yang ditargetkan.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal diharapkan temasingkatkan
kinerja dengan cara mengoptimalkan dalam penyerdpaanya untuk
memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaekamjd agar
lebih ditingkatkan efisiensinya, karena Kkinerja gamaik maka
efisiensinya semakin meningkat.

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukeenelitian di
instansi yang lain dan menambah rasio-rasio yamgatddigunakan
dalam menganalisis kinerja keuangan agar dapat ewergambaran

tentang kinerja keuangan yang lebih jelas dan alggmat meneliti
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kinerja keuangan secara lebih komprehensif sehidggat menambah

pengetahuan ke arah yang positif.
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Lampiran 1 APBD dan Realisasi Kota Tegal Tahun 2017
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Lampiran 2 APBD dan Realisas Kota Tegal Tahun 2018
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Lampiran 3 APBD dan Realisas Kota Tegal Tahun 2019
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Lampiran 4 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat
Total Pendapatan

Tahun Realisasi PAD Desentralisasi Kriteria
Daerah _
Fiskal
2017 306.830.656.135 1.024.765.938.277 29,94% Cukup
2018 275.021.448.594 987.244.236.619 27,86% Cukup
2019 285.575.788.984 1.036.963.763.529 27,54% Cukup

Pendapatan Asli Daerah

X 100%

Derajat Desentralisasi
Teotal Pendapatan Daerah

Tahun 2017 = 306.830.656.135 X 100%

1.024.765.938.277

=29,94%

Tahun 2018 = 275.021.448.594 X 100%

987.244.236.619

=27,86%

Tahun 2019 = 285.575.788.984 X 100%

1.036.963.763.529

=27,54%



Lampiran 5 Perhitungan Rasio Efektifitas Penerimaan PAD
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. ) Rasio
Realisasi Target o o
Tahun ' . Efektivitas Kriteria
Penerimaan PAD Penerimaan PAD
PAD
2017 306.830.656.135 281.841.490.000 108,87%  Saiglatif
2018 275.021.448.594 298.131.841.000 92,25% CukektiE
2019 285.575.788.984 297.677.322.000 95,93% CukektiE

. .. Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektivitas =
Target Penerimaan PAD

X 100%

Tahun 2017 = 306.830.656.135 X 100%

281.841.490.000

=108,87%

Tahun 2018 = 275.021.448.594 X 100%

298.131.841.000

=92,25%

Tahun 2019 = 285.575.788.984 X 100%

297.677.322.000

= 95,93%



Lampiran 6 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

Rasio

Tahun Realisasi Belanja Anggaran Belanffisiensi Kriteria
Belanja

2017 1.017.223.991.9081.150.919.453.000 88,38%  Cukup Efisien
2018 916.730.788.800 1.089.919.641.0084,11%  Cukup Efisien
2019 1.046.575.212.8981.120.465.803.000 93,41% Kurang Efisien

Realisasi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja =
Anggaran Belanja

X 100%

Tahun 2017 =1.017.223.991.908 X 100%

1.150.919.453.000

= 88,38%

Tahun 2018 = 916.730.788.800 X 100%

1.089.919.641.000

=84,11%

Tahun 2019 = 1.046.575.212.898 X 100%

1.120.465.803.000

=93,41%
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Lampiran 7 Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing |

65

No

Hari /
Tanggal

Substansi / Uraian Konsultasi

Tanda Tangan
Pembimbing I

aoco
20/ -201
/s

serpca

4/§'1ou

Catatan : 1. Harus Selalu
2. Bimbingan M
3. Dilampirkan Pa
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& bold

- Lovar baaravy ans dikambabiugo tareno
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- Luat 2)anne mantoat Wasky tesritice prateig
- Foaongka Verptr bolum manouraitan
vawnacalohon §ecard cingl

- Paambanan tngavon vustaka
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- P@ombgnan 1ame dasg uaite kuditaut

- TN AU dyard OOt Ok

- BUoue dibei & rangon symbper Lermactr
riterig

- M0\ ven atvign ik eri Lot Pergantar
daon o\ rongan vaw .o

- L& e@abol Peanican dotrar puctora

%\M@\N CAY veogoe AL \EL e

- Penowbahon LoYoe v 8 0vang ekt
N erio keupng onnyo

- POroge0t 0NQaran Lasknyo (o Aum
Yoo ok LA

- 00r00£0X & C00MNYO tn AGATY aregn
vanuoy T )

+ Pahawon kaorguy ¥ ergitar

Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing

da Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

inimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)




No Hari /
Tanggal

Substansi / Uraian Konsultasi

Tanda Tangan
Pembimbing I

Cavty
27 /- 20U
[¢

Suaca

ti/ -1\
(4

Tenm

2\ [ capn
4

- Pawnean qamnbge \ dgit Sy

- V030 AwyoNan Yutiaka ditambabvap
¥ Xgutron \sodryo \@utngon

- Dy R0 (van € 2eqro \douese t ety
VAV dan dvoparon Y Aana

Livdrinoan Propoco\ ke 2 .
ATC Rrog0Cal TA

BRnvin (a0 TA

- Parbakon fodo hawmgn CerceroeQYon

- TOpA\ \«it &0 pada oWl acolci¢ dovg
At vn dovWwas Yodo Y anvang

- Paxborocan \2uh ivewbana kan \aqi

borwa S2vab o0y dovi kneria 4 ch

2000 T A 2

- Vanomb 0NN sambaran ey
- 0 avon Lo pign Y ervan
A0 Lep SO0 2 tobun

- BT TUgac Aty

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)

3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)
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Lampiran 8 Buku Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing I

Tanda Tanéan
Pembimbing II

SO\0M P armracg\anan - tyuan die apu

Langie

+

-
2
-
v
b
¥

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa S
2. Bimbingan Minimal 12

No TI::;I;;; 1 Substansi / Uraian Konsultasi
LWMBANCAN PRopocAL |
\camie - Yeoyueon wgan
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4 - QM0 \ongn - \sses
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) N e 9
\6/ o AU
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Biavicgon A \ -
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S WY
w0 /6-101\ - LEANKNEON ¥eol SRRV,
- oNOb QY0 wuattomk Yeryeg ...
'y (-l | Panbdoatan Yorobohuao \«a anggn
Qs
m 4oy - v g0 T
Ralru
L&/ o ACC Tunns Avar
G

3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

aat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
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